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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH ACEH
DAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KEDEPUTIAN WILAYAH SUMATERA UTARA DAN ACEH

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN ACEH
DALAM RANGKA UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

Pada hari

50| PKS | 3ol3.

Nomor = — TR Wi/ 1219

Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan

Belas (30-12-2019), bertempat di Kota Banda Aceh, yang bertanda tangan di
bawah ini: | >

I. Ir. NOVA IRIANSYAH, MT. : Plt. Gubernur Aceh, berkedudukan di

Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda
Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Aceh, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

II. dr. MARIAMAH, M.Kes  : Deputi Dircksi' Badan Penyelenggara

(68 'S

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah
Sumatera Utara dan DI Aceh berdasarkan
Keputusan Direksi BPJS Kesehatan
Nomor: 1001/Peg-04/0418 tanggal 24
April 2018, yang berkedudukan dan
berkantor di Jalan Karya No. 135 Medan,
karenanya sah bertindak untuk dan atas
nama serta mewakili BPJS Kesehatan,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.,



o

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahuly menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk melaksanakan kewajiban
menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan
dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk Aceh, sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional dan untuk melaksanakan kewajiban yang sama
sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Kesehatan;

- Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya
bermaksud untuk melaksanakan Kerja Sama dalam penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Aceh dalam rangka Universal Health Coverage;

Dasar hukum Perjanjian Kérja Sama 1m :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran’ Negara- Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 150 Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
4456); ;

2. Undang-Undang Repubhk lndonesxa. Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Acch (Lembaran Negara chubhk Indonesxa Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indgnesxa Nomor 4633);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2031 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256); e |

4. Peraturan Presiden Repubhk Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik indonesia’ 'Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

5. Qanun Acch Nomor 4 Tahun 2010 tentang Keschatan (Lembaran Daerah
Aceh Tahun 2011 Nomor 01).

2.2\



«§a

6. Peraturan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6
Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan
Keschatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1666);

7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan Aceh (Berita Dacrah Aceh Tahun 2018 Nomor 13).

8. Intruksi Gubernur Aceh Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Keschatan Bagi Para Pelaku Usaha Di Provinsi
Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 4)

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama
tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh dalam Rangka Universal
Health Coverage (selanjutnya disebut “perjanjian”), dengan syarat dan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

DEFINISI DAN INTERPRETASI
' PASAL 1 ‘

Dalam Perjanjian ini yang dxmaksud dengan:

a. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang sclanjutnya disebut JKN
adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar
Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan keschatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan 'dasé.r kesehatan yang diberikan kepada
setiap orang yang telah membayar furan Jaminan Kesehatan atau luran
Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah;

b. Jaminan Kesehatan Aceh yang selamutnya disebut JKA adalah Jaminan
Kesehatan Daerah yang jurannya dibayar oleh PIHAK PERTAMA dan

" diintegrasikan ke dalam program Jaminan Keschatan Nasional - Kartu

Indonesia Sehat (JKN-!GS) yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;

Badan pgnyelepggm”dmlnln Sosial Kesehatan yang selanjutnya

disingkat BPJS Keschatan adalsh badan hukum publik yang dibentuk

untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;

d. Universal Health Coverage adalah sistem penjaminan kesehatan yang
nemastikan semua penduduk atau paling sedikit 95% dari seluruh
pcnduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN;

24 % RSN




ol

Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara
menctap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama, dan keturunan
dan telah memiliki KTP Aceh dan/atau Kartu Keluarga (KK) Aceh;

Peserta JKA adalah sctiap penduduk Aceh yang didaftarkan oleh PTHAK

PERTAMA dan/atau mendaftarkan diri dan keluarganya untuk

diikutsertakan dalam JKA;

8- Peserta Awal adalah jumlah Peserta JKA yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Gubernur Aceh yang telah dipurifikasi oleh PARA PTHAK;

h. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang
telah terdaftar sebagai Peserta JKA terhitung sejak tanggal 18 Desember
2018; .

i. Peserta Menunggak adalah Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
dan Bukan Pekerja (BP) yang memiliki KTP Aceh dengan status menunggak
iuran JKN;

J. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta méliputi penambahan atau
pengurangan jumlah Peserta JKA atau pengalihan status kepesertaan dari
satu segmen kepesertaan ke segmen kepesertaan lainnya;

k. Peserta Tambahan adalah penduduk yang belum terdaftar dalam peserta
awal yang melakukan pendaftaran selama penodc perjanjian ini ;

1. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta
dan/atau anggota keanrganya;

m. Iuran Jaminan Kesehata.n yang selanjutnya disebut Iuran adalah
sejumlah uang yang dlbayar secara teratur oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA atas Jaminan Kesehatan yang mselenggarakan oleh PIHAK
KEDUA;

n. Rekonsiliasi adalah Pertemuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk

melakukan kegiatan menyandingkan/ memadankan dan mengonfirmasikan

data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta sebagai dasar
penagihan iuran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang
dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor

identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat

pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

Kartu Tanda Penduduk Eleku-onik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah

Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas

resmi penduduk scbagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi

Pelaksana;
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Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Schat dalam bentuk Kartu KIS
atau KIS digital yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas
pescrta yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan
diberikan kepada setiap Pescrta JKA sebagai bukti yang sah untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Virtual Account adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh
PIHAK KEDUA sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan
Kesehatan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;

Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah
fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan
pelayanan kesehatan kepada Peserta,;

Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberikan kewenangan baik
oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.

MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

Maksud Perjanjian ini' adalah sebagai dasar hukum bagi PARA PIHAK
dalam. melaksanakan kerjasama terkait ‘Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Aceh dalam Rangka Universal Health Coverage yang terintegrasi
dalam program JKN-KIS. ’

Tujuan Perjanjian “ini . adalah - terwujudnya Pcnyelcngga.raan Jaminan
Kesehatan Aceh Dalam Rangka Un_wersal Health Coverage secara optimal.

RUANG LINGKUP
PASAL 3

Ruang lingkup pezjanjian ini -adalah pehyelenggaraan Program Jaminan

Kesehatan Aceh, yang meliputi:

a. Kepesertaan Prograin JKA. ‘
b, Jaminan Pelayanan Keschatan.
c. Pembayaran Iuran Peserta JKA.

HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 4

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

-

a. mempe

roleh Jaminan Kcschatan bagi Peserta JKA sesuai dengan
ketentuan peraturan pcrundang-undangan,
\
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memperoleh data kepescrtaan JKA yang terdaftar dari PIHAK KEDUA
untuk dilakukan validasi pada setiap tahap rekonsiliasi data;
memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur
jaminan pelayanan keschatan yang diberikan kepada Peserta;
menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan
Penyelenggaraan Jaminan Keschatan Aceh;

memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang
diberikan PIHAK KEDUA kepada Peserta;
mendapatkan laporan setiap triwulan dari PIHAK KEDUA yang terdiri

dari laporan Reviu Pemanfaatan di Fasilitas Keschatan dan progres
perkembangan kepesertaan:;

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

al

menyerahkan data peserta awal yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Aceh kepada PIHAK KEDUA;

b. melakukan Pembayaran iuran Peserta kepada PIHAK KEDUA;

C. melakukan rekonsiliasi data peserta dan iuran bersama PIHAK KEDUA;
d. membantu PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan
dan prosedur pelayanan kesehatan; - ,
€. mentaati semua ketentuan dan ‘prosedur pelayanan kesehatan yang
(3) PIHAK KEDUA berhak: . |
a. menerima data peserta awal yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Aceh dari PIHAK PERTAMA; ;
b. melakukan rekonsiliasi data peserta dan iuran bersama PIHAK
PERTAMA; - ik |
c. melakukan penagihan dan menerima juran peserta sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan
. perundang-undangan; . ,
d. menolak memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKA
yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur. '
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. memberikan data kepesertaan JKA yang terdaftar kepada PIHAK

b.

PERTAMA untuk dilakukan validasi pada setiap tahap rekonsiliasi data;
memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan
keschatan kepada Peserta JKA;

menerima dan menyelesaikan pengaduan PIHAK PERTAMA
sehubungan dengan penyelenggaraan Jaminan Keschatan Aceh;
menerima masukan dan saran dari PIHAK PERTAMA guna peningkatan
penyelenggaraan Jaminan Kesechatan Aceh;

menerbitkan Identitas Peserta JKA;

- h
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f. memberikan laporan setlap triwulan kepada PIHAK PERTAMA yang
terdiri dari laporan Reviu Pemanfaatan di Fasilitas Keschatan dan
progres perkembangan kepesertaan;

g memberikan jaminan kepada Peserta untuk mendapatkan Pelayanan
Keschatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

KEPESERTAAN
PASAL 5

(1) Jumlah Peserta awal dalam Program Jaminan Kesehatan Acch pada saat
ditandatanganinya Perjanjian ini adalah sejumlah 2.090.660 (Dua Juta
Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh) jiwa yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 470/1971/2019 tanggal
30 Desember 2019 tentang Penetapan Peserta Awal Jaminan Kesehatan
Aceh Tahun 2019,

(2) Jumlah Peserta selama jangka waktu perjanjlan dapat berubah karena
adanya mutasi Peserta.

(3) Peserta JKA wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarganya,
dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta
segmen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Mutasi Peserta berlaku untuk:

a. Penambahan Peserta: —

1) Penduduk Aceh yang belum menjadi Peserta JKA yang didaftarkan
oleh dirinya maupun oleh Pemerintah Aceh ke BPJS Kesehatan.

2) Pengalihan Peserta Menumggak paling sedikit 6 (enam) bulan dan
memiliki KTP Aceh dan/atau Kartu Keluarga (KK) Aceh yang sudah
dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Aceh.

3) Bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang sebelumnya telah terdaftar
sebagai Peserta JKA
b. Pengurangan Peserta:

1) Meninggal duma, berdasarkan surat keterangan dari Keuchik atau
nama lain atau Fasilitas Kesehatan atau instansi yang menangani
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;

2) Pindah status kependudukan ke luar wilayah Aceh, berdasarkan
surat keterangan dari instansi yang menangani urusan Registrasi
Kependudukan dan Catatan Sipit di Kabupaten/Kota, dikecualikan
bagi Penduduk Aceh yang sedang menempuh pendidikan diluar Aceh
yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Pendidikan;

3) Pindah Jenis Kepesertaan. '

4) Terhadap data pescrta pada angka 1) dan 2) maka PIHAK PERTAMA
membuat surat tertulis kepada PIHAK KEDUA.
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